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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
 Sektor pajak mempunyai peranan penting didalam pelaksanaan 
pembangunan negara. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan pada 
tahun 2017 tercatat Pendapatan Negara sebesar 1.750,3 triliun rupiah yang 
diantaranya terdiri dari penerimaan Perpajakan yaitu sebesar 1.498,9 triliun rupiah 
atau 85,6% yang sisanya didapatkan dari penerimaan PNBP yaitu sebesar 250,0 
triliun rupiah atau 14,3% dan dari penerimaan Hibah sebesar 1,4 triliun atau 0,1% 
dari total keseluruhan Pendapatan Negara. 
 
    (Sumber: www.kemenkeu.go.id/APBN2017) 
 Semua masyarakat yang berpenghasilan termasuk diantaranya, seorang 
karyawan, usahawan dan pemodal (investor) atau seseorang yang berpenghasilan 
lainnya diharuskan untuk melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya tanpa 
meminta dan mendapat kontraprestasi langsung dari negara. Aturan ini berlaku 
mutlak dan dihimbau agar semua masyarakat bisa mematuhinya karena jika tidak 
maka akan ada sanksi yang dikenakan. Bentuk kepatuhan dalam membayar pajak 
yaitu dengan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang diberikan kepada 
wajib pajak dan dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib 
pajak dalam melaksanakan hak serta kewajibannya. 
Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 
2007, kepemilikan NPWP mewajibkan seseorang atau pribadi untuk 
melaksanakan prinsip 3 M yaitu : menghitung, menyetor dan melaporkan pajak 
atas penghasilan yang didapatkan setiap tahunnya. Sementara untuk NPWP badan 
atau usahawan, kegiatan menghitung dan menyetor pajak harus dilakukan setiap 
bulannya dan melaporkannya pada masa akhir tahun pajak.  
Akan tetapi, banyak fenomena yang terjadi di lapangan yaitu ketika wajib 
pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif 
perpajakan di Indonesia (diantaranya yaitu wajib pajak yang sudah meninggal, 
warga asing yang kembali ke negara asal dan tidak berniat mencari penghasilan di 
Indonesia serta alasan lain yang menyebabkan wajib pajak tidak harus memenuhi 
kewajiban perpajakannya) tidak melakukan penghapusan NPWP. Berdasarkan 
informasi yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Kota Sukabumi tercatat 
Wajib Pajak yang melakukan proses Penghapusan NPWP sebanyak 110 NPWP 
dan sekitar 254 NPWP yang sudah tidak melaksanakan kewajiban melaporkan 
Pajak atas Penghasilan yang diperolehnya tidak melakukan proses Penghapusan 
NPWP, padahal penghapusan ini harus dilakukan oleh wajib pajak yang sudah 
tidak memenuhi persyaratan Subjektif ataupun Objektif demi terhindar dari sanksi 
denda yang berlaku untuk wajib pajak yang tidak melakukan prinsip menghitung, 
menyetor serta melaporkan pajak atas penghasilan yang diperolehnya. 
Permasalahan ini tentunya menyebabkan keadaan yang dilematis yang dirasakan 
petugas pajak. Disatu sisi, petugas harus menyampaikan sanksi denda yang 
dikenakan kepada wajib pajak yang lalai akan kewajiban perpajakannya, tetapi 
disisi lain wajib pajak yang bersangkutan sudah tidak mampu lagi untuk 
melakukan prinsip-prinsip tadi.  
 Permasalahan diatas seringkali terjadi menimpa wajib pajak yang belum 
mengetahui betul tentang apa yang menjadi hak serta kewajiban pemilik NPWP. 
Dalam beberapa kasus juga ditemukan pula adanya para wajib pajak yang berniat 
untuk menghapus NPWP tetapi tidak mengetahui secara rinci  mengenai  tata cara 
penghapusan NPWP, maka otomatis petugas pelayanan pajak yang akan 
senantiasa memberikan informasi mengenai tata cara penghapusan NPWP 
sehingga waktu kerja para petugas pelayanan pajak untuk mencapai target 
kerjanya menjadi tidak optimal. Secara keseluruhan, hal ini berpengaruh terhadap 
target pekerja pajak serta berpengaruh pula terhadap pencapaian target kantor 
pelayanan pajak itu sendiri. 
 Selain permasalahan diatas, proses penyelesaian penghapusan NPWP tidak 
mudah dilakukan. Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh 
Kantor Pelayanan Pajak terutama dibidang pelayanan serta pemeriksaan. Hal ini 
membutuhkan banyak waktu sedangkan permohonan penghapusan NPWP ini 
harus bisa diselesaikan dalam kurun waktu paling lambat selama 6 bulan terhitung 
sejak pertama kali permohonan itu diterima oleh petugas pelayanan. Dalam 
pelaksanaannya, seringkali tim pemeriksa menemukan hambatan yang datang dari 
wajib pajak ataupun  kantor pelayanan pajak.  
NPWP bisa dihapus atau dinonaktifkan. Menurut peraturan Direktorat 
Jenderal Pajak pasal 9 ayat 1 per 20/PJ/2013, penghapusan NPWP dapat 
dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan 
subjektif dan/atau objektif sesuai perundang-undangan perpajakan, termasuk 
didalamnya penghapusan NPWP karena meninggal dunia, penghapusan NPWP 
orang asing yang telah kembali ke negara asalnya serta penghapusan NPWP istri 
yang memilih ikut suami. Penghapusan NPWP ini harus dilakukan berdasarkan 
hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi yang sesuai dengan perundang-undangan 
perpajakan yang mengatur tata cara pemeriksaan ataupun tata cara verifikasi.  
Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan 
menelaah lebih jauh tentang penghapusan NPWP dengan mengambil judul 
“TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN NPWP DI KANTOR 
PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KOTA SUKABUMI” 
 
 
 
1.2.  Identifikasi Masalah 
 Adapun identifiksi masalah yang akan dibahas yaitu : 
1. Bagaimana tata cara serta pelaksanaan penghapusan NPWP ? 
2. Apa saja yang menjadi Masalah serta Solusi apa yang dilakukan kantor 
pelayanan pajak pratama sukabumi dalam menyelesaikan permasalahan 
tersebut? 
1.3. Maksud  Penelitian 
 Maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagi berikut : 
1. Untuk mengetahui tata cara serta pelaksanaan yang harus dilakukan untuk 
penghapusan NPWP. 
2. Untuk mengetahui permasalahan dan solusi apa yang dilakukan oleh KPP 
pratama Sukabumi dalam menyelesaikan permasalahan penghapusan 
NPWP. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Untuk Penulis 
Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mengetahui 
segala hal yang berkaitan dengan pemeriksaan tujuan lain terutama dalam 
hal penghapusan NPWP. 
2. Untuk Pembaca 
Diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pembaca serta 
bisa menjadi bahan referensi untuk kepentingan tugas akhir selanjutnya 
tanpa melanggar peraturan yang berlaku. 
3. Untuk Instansi 
Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan 
kebijakan yang berhubungan dengan pemeriksaan serta penghapusan 
NPWP. 
1.5 Metodologi Penelitian 
 Dalam pengerjaan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. 
Menurut Moh Nazir (2011:54) “Metode deskriptif adalah suatu metode dalam 
meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun 
satu kelas peristiwa pada masa sekarang“ 
1.5.1 Teknik Pengumpulan Data  
 Pengumpulan data merupakan teknik yang bertujuan untuk 
mengumpulkan suatu informasi berupa bukti tulisan maupun secara langsung 
dengan lisan mengenai apa yang diteliti oleh penulis, adanya teknik pengumpulan 
data ini tak hanya membantu proses penulisan tetapi membantu pula dalam hal 
memperoleh informasi yang benar-benar terjadi, diantaranya: 
a. Observasi 
Menurut Riduan (2004:104) “Observasi merupakan teknik pengumpulan  
data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek  
penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan”. Penulis    
melakukan observasi beriringan dengan Praktek Kerja Lapangan di 
instansi terkait. 
b. Wawancara  
Menurut Sugiyono (2013:231) “wawancara adalah pertemuan dua orang 
untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 
dikrontruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Di sela-sela kegiatan 
yang begitu padat yang beriringan dengan praktek kerja lapangan, penulis 
melakukan kosultasi dengan beberapa pihak terutama pembimbing di 
instansi tempat praktek kerja lapangan. Dengan dibantu beberapa orang 
narasumber dari jajaran seksi pemeriksaan dan seksi pelayanan akhirnya 
wawancara bisa dilakukan dengan baik. 
c. Studi kepustakaan 
Merupakan proses penghimpunan informasi yang sesuai dengan topik 
dengan cara mengunjungi perpustakaan umum ataupun perpustakaan 
kampus. Ini dilakukan untuk mencari referensi yang sesuai dengan 
pembahasan mengenai tata cara penghapusan NPWP. Cara ini sangat 
membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.  
1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian  
 Adapun lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan beriringan dengan 
kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 
 
 
1.6.1 Lokasi penelitian 
Penelitian tugas akhir ini dikerjakan di kantor pelayanan pajak (KPP) 
pratama Sukabumi yang beralamat di Jl. R.E Martadinata No.1 Kota. Sukabumi 
beriringan dengan praktek kerja lapangan. 
1.6.2 Waktu penelitian 
 Penelitian di mulai pada tanggal 25 Februari sampai dengan 05 April dari 
pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 setiap harinya. Disertai dengan mengikuti 
peraturan-peraturan yang berlaku pada instansi. 
 
 
 
